SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15-U2/.9../SK/KPN/2/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG :

MENGINGAT

a.

Sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan
Pengadilan Negeri Kandangan, diperlukan dukungan dari segenap
jajaran Pengadilan Negeri Kandangan untuk mewujudkan wilayah
bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

Untuk melakukan pengukuran dari hasil pelaksanaan Reformasi
Birokrasi terutama pada komponen hasil pemerintah yang bersih dan
bebas dari KKN dalam hal ini dilakukan pengukuran terhadap persepsi
korupsi schingga pada hasil survey ini nantinya diperoleh suatu indeks
yang menggambarkan persepsi korupsi dan pemangku kepentingan
terhadap Pengadilan Negeri Kandangan.

Bahwa dengan adanya promosi saudara Baidhowi dari Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Panitera
Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Ummum MARI
Nomor 22/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang
Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peraditan Umum .
Bahwa Hakim dan PNS yang ditunjuk scbagaimana fersebut dalam
daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu
melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.



MENETAPKAN:

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019,

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayani di
Linglkungan Pemerintah.

9. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/II[/ 1994 tentang
pengawasan dan hasil evaluasi.

10. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VII/2006 tentang
pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan peradilan.

11.Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMS3/096/SK/X/2006 tentang
tanggungiawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kefua
Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B

Nomor: WI15.U2/113/8SK/KPN/11/2019 tanggal 19 November 2019
tentang Penunjukan Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kandangan Kelas IB.

: Menunjuk Hakim dan PNS yang namanya tersebut dalam daftar lampiran

surat keputusan ini sebagai Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kandangan.

: Tugas Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi adalah :

a. Melakulkan survey indeks persepsi korupsi.
b. Membuat Hasil Survey dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan
Negeri Kandangan.

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti

setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa
scgala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam surat keputusan iini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kagdangan
Pada Tanggal .26 Februari 2020
Ketua Pengadil egeri Kandangan Kelas IB




Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Nomor 1 W15-U2/.94. /SK/KPN/2/2020
Tanggal 1 26 Februari 2020

PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
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